
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  6  TAHUN 2020  

TENTANG 

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi 

organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan 

transparan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu diterapkan 

manajemen risiko; 

b. bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a merupakan bagian dari sistem pengendalian 

intern pemerintah dalam mencapai tujuan peningkatan kinerja 

organisasi; 

c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

mewajibkan bagi setiap pimpinan instansi pemerintah untuk 

melakukan penilaian risiko; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tentang Manajemen Risiko di Lingkungan 
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2020 Nomor  80);   

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 966); 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK.  
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa 

yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran.  

2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang 

meliputi budaya, struktur, dan proses untuk 

menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.  

3. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR 

adalah satuan kerja yang bertanggung jawab 

melaksanakan Manajemen Risiko.  

4. Komite Manajemen Risiko adalah komite yang 

bertanggung jawab dalam mengembangkan, 

mengedukasi, dan memantau implementasi Manajemen 

Risiko organisasi secara keseluruhan serta 

melaporkannya kepada pimpinan organisasi. 

 

BAB II 

 TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO 

  

Pasal 2  

Penerapan Manajemen Risiko memiliki tujuan untuk: 

a. meningkatkan pencapaian sasaran organisasi dan 

peningkatan kinerja;  

b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif; 

c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan 

keputusan dan perencanaan; 

d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi 

penggunaan sumber daya organisasi; 

e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;  

f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; 

dan 

g. meningkatkan ketahanan organisasi. 
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Pasal 3 

Penerapan Manajemen Risiko memiliki manfaat untuk: 

a. mengurangi gangguan yang berpotensi menjadi kendala 

dalam pencapaian tujuan; 

b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang; 

c. meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan 

pencapaian kinerja; 

d. meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku 

kepentingan; 

e. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan; 

f. meningkatkan reputasi organisasi; 

g. meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh 

pegawai; dan 

h. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. 

 

Pasal 4 

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip: 

a. orientasi pada pelindungan dan peningkatan nilai 

tambah terintegrasi;  

b. terstruktur dan komprehensif; 

c. bagian dari pengambilan keputusan disesuaikan; 

d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian inklusif;  

e. sistematis, tepat waktu, dan dinamis; 

f. informasi terbaik yang tersedia;  

g. faktor manusia dan budaya; dan 

h. perbaikan berkelanjutan. 

 

BAB III 

 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

(1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib 
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menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran 

organisasi dan peningkatan kinerja.  

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diwujudkan melalui: 

a. pengembangan budaya sadar Risiko; 

b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan 

c. penyelenggaraan proses Manajemen Risiko. 

  

Bagian Kedua 

Budaya Sadar Risiko 

 

Pasal 6 

(1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan 

nilai-nilai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatan. 

(2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan 

Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan 

keputusan di seluruh tingkatan organisasi. 

(3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan 

Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; 

b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh 

jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen 

Risiko; 

c. penghargaan terhadap pihak yang dapat mengelola 

Risiko dengan baik; dan 

d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses 

organisasi. 
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